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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N  PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.Llk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara

Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur  21 tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  tidak  ada, tempat

kediaman  di  Dusun  III, Desa  Komangaan,

Kecamatan  Bolaang, Kabupaten  Bolaang

Mongondow. sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat,  umur  23 tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Penambang,  tempat

kediaman  di  Dusun  I,  Desa  Komangaan,

Kecamatan  Bolaang,  Kabupaten  Bolaang

Mongondow. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama  tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  dan  memeriksa  alat  bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal  6 Oktober 2020

telah  mengajukan  gugatan  perceraian  yang  didaftarkan di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Lolak dengan  Register  Nomor  364/Pdt.G/2020/PA.Llk

tanggal 7 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada

hari  Rabu, tanggal 01 Juni 2016 Masehi yang telah dicatatkan di Kantor

Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Bolaang,  Kabupaten  Bolaang

Mongondow,  Provinsi  Sulawesi  Utara,  sebagaimana  Kutipan  Akta Nikah

Nomor xxxx;
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2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di rumah

orangtua Penggugat di Xxxx hingga dengan terjadi perpisahan ini;

3. Bahwa selama dalam perkawinan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hidup

bersama sebagaimana layaknya suami-istri  dan telah dikaruniai  seorang

anak yang bernama  Xxxx, perempuan, umur 4 (empat) tahun dan dalam

asuhan Penggugat.

4. Bahwa  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  rukun  dan

harmonis,  namun  sejak  pertengahan  bulan  Juli  2016  mulai  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus,  yang  disebabkan

Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal

07  September  2019,  Tergugat  pergi  meniggalkan  Penggugat  sehingga

sejak  saat  itu  Penggugat  dan  Tergugat  pisah  tempat  tinnggal,  sampai

sekarang  sudah  1  (satu)  tahun  lamanya  tanpa  saling  menjalankan

kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa  Penggugat  sudah  meminta  bantuan  keluarga  untuk  merukunkan

rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk

membentuk  suatu  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah

sebagaimana  maksud  dan  tujuan  dari  suatu  perkawinan  tidak  dapat

terwujud,  sehingga  perceraian  merupakan  alternatif  terakhir  bagi

Penggugat  untuk  menyelesaikan  permasalah  rumah  tangga  Penggugat

dengan Tergugat;

8. Bahwa  penggugat  sanggup  membayar  biaya  perkara  sesuai  ketentuan

yang berlaku;

Berdasarkan  dalil  dan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  maka  dengan  ini

Penggugat  memohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Lolak  cq.  Majelis

Hakim  untuk  dapat  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR  :  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menyatakan  pernikahan  Penggugat  (Penggugat)  dengan  Tergugat

(Tergugat) putus karena perceraian;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa,  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan

tidak  pula  menyuruh  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah,

meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  dan  tidak  ternyata

ketidakdatangan  Tergugat  tersebut  disebabkan  oleh  suatu  alasan  yang  sah

menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat

membina  kembali  rumah  tangganya  dengan  Tergugat,  akan  tetapi  tidak

berhasil;

Bahwa,  selanjutnya  persidangan  dilaksanankan  secara  tertutup  untuk

umum, kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan

Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan oleh karena

Tergugat  tidak  pernah  hadir  di  persidangan  maka  Tergugat  kehilangan  hak

jawabnya atas permohonan Penggugat;

Bahwa,  selanjutnya  pemeriksaan  dimulai  dengan  membacakan  surat

gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa,  untuk  membuktikan  dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat

Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor  xxxx, yang dikeluarkan oleh  Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Bolaang,  Kabupaten  Bolaang  Mongondow,

telah bermaterai dan cocok dengan aslinya (P);

B. Saksi : 

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan  sebagai berikut :

 Bahwa saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat,  saksi  adalah  Paman

Penggugat;
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 Bahwa Penggugat  dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan

telah  dikaruniai  seorang  anak  perempuan  yang  bernama  Xxxx

berusia 4 (empat) tahun (saat ini berada dalam asuhan Penggugat);

 Bahwa saksi  mengetahui pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat

dan  Tergugat  rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  bulan  Juli 2016

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

 Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat

dan  Tergugat  karena Tergugat  kurang  dalam  memberikan  nafkah

kepada Penggugat;

 Bahwa  saksi  mengetahui  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran

terjadi  pada  bulan  September tahun  2019,  Tergugat  pergi

meninggalkan  Penggugat  dan  tidak  pernah  kembali  lagi  hingga

sekarang;

 Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah

tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

 Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada

komunikasi, dan  tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;

 Bahwa  pihak  keluarga  Penggugat sudah  pernah  berusaha

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

 Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi, karena

Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan  sebagai berikut :

 Bahwa  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat,  saksi  adalah  Kakak

kandung Penggugat;

 Bahwa Penggugat  dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan

telah  dikaruniai  seorang  anak  perempuan  yang  bernama  Xxxx

berusia 4 (empat) tahun (saat ini berada dalam asuhan Penggugat);

 Bahwa saksi  mengetahui pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat

dan  Tergugat  rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  bulan  Juli 2016

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
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 Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat

dan  Tergugat  karena Tergugat  kurang  dalam  memberikan  nafkah

kepada Penggugat;

 Bahwa  saksi  mengetahui  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran

terjadi  pada  bulan  September tahun  2019,  Tergugat  pergi

meninggalkan  Penggugat  dan  tidak  pernah  kembali  lagi  hingga

sekarang;

 Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah

tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

 Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada

komunikasi, dan  tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;

 Bahwa  pihak  keluarga  Penggugat sudah  pernah  berusaha

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

 Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi, karena

Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa  atas  keterangan  kedua  saksi  tersebut  di  atas,  Pemohon

menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Penggugat  menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun

lagi, selanjutnya  menyampaikan kesimpulan  secara lisan di persidangan yang

pada  pokoknya  permohonan  Penggugat  beralasan  hukum dan  mohon  agar

Majelis  segera  menjatuhkan  putusan  dengan  mengabulkan  permohonan

Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana

telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga proses

mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan; 
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 Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat

kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat

bersabar  dan  rukun  kembali  dengan  Tergugat,  namun  tidak  berhasil,

karenanya  ketentuan  Pasal  154  R.Bg.  ayat  (1)  jo.  Pasal  82  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa

alasan yang sah,  dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke

persidangan sebagai  wakil  dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama

Lolak  telah  memanggilnya  secara  resmi  dan  patut,  sebagaimana  ketentuan

Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat

dapat diputus dengan Verstek

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah pada

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena

sering  berselisih  dan bertengkar  dan keduanya sudah jarang berkomunikasi

serta  telah  pisah  tempat  tinggal.  Atas  dasar  itu,  Penggugat  mohon  untuk

dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil  gugatannya, Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik,

telah  bermaterai dan  cocok  dengan  aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan

mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada

tanggal  1 Juni  2016, tercatat  di  Kantor Urusan Agama Kecamatan  Bolaang,

Kabupaten  Bolaang  Mongondow,  oleh  karena  itu  Penggugat  memiliki

kepentingan hukum (legal standing)  untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap

Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.
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Menimbang,  bahwa keterangan saksi  1  dan saksi  2  merupakan fakta

yang diketahui  sendiri  dan relevan dengan dalil  yang harus  dibuktikan oleh

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi-saksi  Pemohon tersebut

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya,  maka berdasarkan

ketentuan  Pasal  309 R.Bg,  keterangan tersebut  dapat  dipertimbangkan dan

diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P dan  keterangan  saksi-saksi,

terbukti fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat

merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Juni 2016

dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;

2. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;

3. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah

pisah tempat tinggal kurang lebih 1  (satu) tahun lamanya;

4. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat

dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

5. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik

oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, namun tidak berhasil,

karena Penggugat; menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai

dengan Tergugat

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat,

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  terus  menerus  yang  sulit  untuk  dirukunkan  kembali,

disebabkan  sejak  awal  perkawinan  sering  terjadi  perselisihan  dan  terus-

menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan Tergugat kurang layak

dalam memberikan  nafkah  kepada  Penggugat,  yang  puncaknya  antara

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September
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tahun 2019 yang lalu,  sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus

kumpul dalam satu rumah atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin

dari  pihak  lain  atau  ada  alasan  yang  dibenarkan  oleh  hukum,  sedangkan

berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tanpa ada alasan hukum, sehingga

terbukti  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti

Penggugat mengadukan masalahnya ke Pengadilan Agama Lolak,  meskipun

keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berusaha  mendamaikannya,  akan

tetapi tetap  tidak berhasil, dan Penggugat telah menyatakan sulit untuk dapat

rukun kembali dengan Tergugat, terbukti Penggugat tetap kukuh untuk bercerai

dengan Tergugat 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas,  majelis  hakim

berpendapat  bahwa  gugatan  Penggugat  untuk  bercerai  dengan  Tergugat,

dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam surat  Penggugat  tersebut,

telah memenuhi alasan hukum dan gugatan tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II

halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri : 

أدعت       إذا التفريق تطلبمنالقاضى للزوجة إن

إضرارا   بها إضراراالزوج

Artinya  :  "Sungguh  bagi  istri  dapat  meminta  hakim  untuk  diceraikan,

apabila  terjadi  keadaan  yang  sangat  meresahkan  dalam

pergaulan dengan suaminya"; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,   Majelis  Hakim berkesimpulan  bahwa  alasan-alasan perceraian  dalam

perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah

memiliki  cukup  alasan,  maka  gugatan  Penggugat  patut  dikabulkan  dengan

menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Lolak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat
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(1)  Kompilasi  Hukum Islam,  bekas  istri  (Penggugat)  meskipun  dalam masa

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat),  tetapi  keduanya

boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  gugatan  Penggugat  beralasan

hukum sesuai  ketentuan pasal  39 ayat  (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor  9

Tahun 1975 jo.  pasal  116 huruf (f)  Kompilasi  Hukum Islam, oleh karenanya

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  perkara  a  quo  termasuk  bidang  perkawinan,

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya

perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  segala  peraturan  dan  perundang-undangan  yang

berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat  yang telah dipanggil  secara resmi  dan patut  untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shughro  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang

dilangsungkan pada hari  Rabu tanggal  21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag.
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sebagai  Ketua Majelis,  Roiha Mahmudah,  S.H.I. dan  Binti  Nur Mudawamah,

S.H.I. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan

dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga  oleh  Ketua  Majelis

tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Rianti Kasim, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat,

tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I.   Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Hakim Anggota,
ttd

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd
Rianti Kasim, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00

2. Proses : Rp50.000,00

3. Panggilan Tergugat : Rp220.000,00

4. PNBP akta panggilan : Rp10.000,00

5. Redaksi : Rp10.000,00

6. Meterai : Rp  6  .000,  00  

J u m l a h : Rp326.000,00 

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)
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